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Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan
keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000. Namun pada kenyataannya masih ditemukan adanya pedagang obat dan apotek-apotek yang menjual obat yang
mengandung Kontaminan.
Tujuan penelitian untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap penjualan obat yang mengandung zat kontaminan di Kota Banda
Aceh, faktor penyebab masih adanya penjualan obat yang mengandung zat kontaminan dan upaya mengatasi hambatan dalam
penegakan hukum terhadap penjualan obat yang mengandung zat kotaminan di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan
cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai
responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penjualan obat yang mengandung zat kontaminan di Kota Banda
Aceh, yaitu pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memberikan surat peringatan dan bekerjasama dengan pihak
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penanggulangan. Faktor penyebab masih adanya
penjualan obat pereda nyeri tulang yang mengandung zat kontaminan yang dijual di beberapa toko obat di Kota Banda Aceh adalah
mendapatkan keuntungan yang menjanjikan dan permintaan yang semakin tinggi. Upaya yang dilakukan untuk menghindari
hambatan, pihak BPOM dalam menangani pedagang yang masih menjual obat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat
dengan melakukan upaya penindakan pedagang obat, memperluas wilayah pengawasan dan hambatannya adalah tidak adanya
laboratorium, kurangnya sumber daya manusia.
Disarankan kepada pihak BPOM Banda Aceh, Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Banda Aceh agar melakukan kerjasama yang baik
dan tidak saling menyalahkan wewenang diantara sesama penegak hukum dan BPOM Banda Aceh agar segera membangun
laboratorium resmi secara khusus di Kota Banda Aceh agar dapat melakukan seluruh pengecekan dan penerbitan izin atau tidak
memberikan izin.
